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BAB III 

PENUTUP 

A.Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pemerintah Kabupaten Bantul sudah berupaya memenuhi hak penyandang 

disabilitas salah satunya hak mendapat bantuan sosial berupa jaminan 

kesehatan, akan tetapi realisasi dari jaminan kesehatan tergantung pada 

penyandang disabilitas itu sendiri apakah mau memperjuangkan haknya atau 

tidak. 

2. Sosialisasi peraturan kepada SKPD-SKPD belum terlaksana secara maksimal, 

sehingga implementasi dari Peratran Daerah Nomor 4 Tahun 2012 belum 

mencakup banyak pihak. 

 

B.  Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka penulis 

memberikan saran agar penyandang disabilitas memperjuangkan hak-hak yang 

seharusnya Ia dapatkan serta untuk pemerintah agar melakukan sosialisasi untuk 

peraturan perUndang-Undangan yang telah dibuat, sehingga tujuan dari Undang-

Undang tersebut dapat terimplementasikan dengan baik dalam masyarakat. 
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